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ABSTRAK

Otonomi dimaksudkan agar sekolah mempunyai kebebasan yang
lebih dalm mengatur diri, pengembangan potensi, meningkatkan
kinerja personel untuk membuka diri lebih luas terhadap partisipasi
masyarakat atau steak holder. Hal tersebut masih menjadi perma-
salahan bagi sekolah kecil maupun besar, terutama berkaitan dengan
input siswa, yang pada kenyataannya keputusan mereka memilih
sekolah (second choise), partisipasi masyarakat, peran komite
sekolah dan tuntutan bagi guru untuk mengajar 24 jam/minggu.
Penelitian ini akan meneliti tentang rekruitmen dan penentuan
kwalitas guru, kesejahteraan, rasio antara guru dan jumlah kelas
serta pembinaan supervise guru di SMP dan SMA Swasta di Suko-
harjo. Proporsi kewenangan sekolah dalam memanaj pengembangan
Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kwalitas proses belajar
mengajar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan dengan metode pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah SMP
dan SMA Swasta di Sukoharjo dilakukan oleh sekolah dan yayasan
mengenai hal-hal yang terkait dengan rekruitmen penentuan kualifi-
kasi guru, kesejahteraan, rasio guru dan jumlah kelas, supervise,
pembinaan guru dan sarana dan prasarana, hal bergantung penuh
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oleh kebijakan sekolah. Sedangkan kewenangan yang lebih besar
dalam pengembangan Sumber Daya Manusia sepenuhnya ditangahi
oleh Sekolah, di samping ada supervisor yayasan dan PEMDA.
Sekolah swasta yang diteliti memiliki proporsi yang maksimal dalam
memanaj Sumber Daya Manusia, hal ini dapat dilihat dari peran
sekolah dalam perekrutan dan pembinaan serta pemenuhan kese-

jahteraan guru.

Kata Kunci: desentralisasi, otonomi, sekolah swasta

Pendahuluan

Masyarakat, sekolah dan nilai
adalah tiga faktor penting yang tak
terpisahkan dalam pelangsungan rege-
neras . Ketigafaktor tersebut tergambar
dalamUU Nomor 25 tahun 2000 tentang
program pembangunan nasiona (PRO-
PENAYS), dinyatakan bahwa ada tiga
tantangan besar dalam pendidikan di
Indonesiayaitu 1) mempertahankan hasl|
pembangunan pendidikan yang telah
tercapai, 2) mempersiapkan sumber
dayayang kompeten dan mampu ber-
saing di pasar global, 3) sgjalan diber-
lakukannyaotonomi daerah, S stem pen-
didikan nasiond dituntut untuk melaku-
kan perubahan dan penyesuaian sshingga
dapat mewujudkan proses pendidikan
yang lebih demokratis, memperhatikan
keberagaman, memperhatikan kebu-
tuhan daerah dan peserta didik, serta
mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat (Hasbullah, 2007: 1).

Kehadiran UU Nomor 32 tahun
2004 (dimulai dengan UU Nomor 29
tahun 1999) tentang pemerintah daerah
dimana sejumlah kewenangan telah

diserahkan oleh pemerintah pusat kepa
dapemerintah daerah, memungkinkan
daerah untuk melakukan kreas, inovas
dan improvisasi dalam upaya pem-
bangunan daerahnyatermasuk dalam
bidang pendidikan (Hasbullah, 2007: 2).
Tujuan peletakan kewenangan
ddam penye enggaraan otonomi daerah
adalah peningkatan kesejahteraan
rakyat, pemerataan keadilan dan peng-
hormatan terhadap budaya lokal dan
memperhatikan potensi dan keaneka-
ragaman daerah dan dikuatkan UU
nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah
daerah diserahi kewenangan yang luas,
nyata dan bertanggung jawab atas
prakarsasendiri sesuai dengan kepen-
tingan masyarakat sendiri di setiap
daerah (Otonomi Daerah).
Kewenangan pemerintah, seba-
gaimanatercantum dalam pasal 7 ayat
(1) Undang-undang nomor 27 tahun
1999 tentang pemerintah daerah adalah
penyelenggaraan politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, mone-
ter, fiskal, agama, serta kewenangan
bidang lainnya(Mulyasa, 2003: 211).
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Kewenangan pemerintah yang
berlaku di berbagal bidang sdlainkewe-
nangan sebagamanayang dimaksud ayat
(1) danayat (3) mdiputi di antaranya:

1. Penetapan persyaratan akreditas
lembaga pendidikan dari sertifikas
tenagaprofesona/ahli sertapersya
ratan jabatan.

2. Pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan otonomi daerah
yang meliputi pemberian pedoman,
bimbingan, pelatihan, asahan dan
supervis (Mulyasa, 2003: 203).

Kewenangan pemerintah dan
kewenangan propins sebagai daerah
otonom pasal 2 tentang pendidikan
antaralan:

1. Penetapan sandar kompetens sswa
danwargabelgar sertapengaturan
kurikulumnasond dan penilaanhesl
belgjar secaranasional sertapedo-
man pel aksanaannya.

2. Penetapan pedoman pembiayaan
penyelenggaraan pendidikan (Mul-
yasa, 2003: 199).

Menguatnyaotonomi dan desen-
tralisas pendidikan berarti hal-ha yang
semuladiatur dari pusat dengansfa-sfat
yang melekat yaitu serba seragam,
monoton, mengaba kan keanekaragaman
model “top down”, berubah menjadi
sebaliknya (Hasbullah, 2007: 2).

Pemberlakuan otonomi daerah
tersebut membawaimplikas terhadap
perubahan dalam penyelenggaraan
pendidikan, salah satunyaadd ah berku-
rangnyaperan pemerintah pusat dalam

pengel olaan pendidikan.

Meskipun desentralisasi pendi-
dikan merupakan keharusan, namun
dalam realitasnya pel aksanaan desen-
tralisas pendidikan tidak atau belum
disertai dengan kesiapan-kesiapan
terarahnya pada manajemen berbasis
sekolah baik menyangkut sumber daya
manusia(pendidik), menyangkut para-
digma terhadap filosofi perubahan
pendidikan, mang emen sekolah yang
bel um mendukung adanya perubahan,
belumtersosdisaskan secaratuntasbalk
secarakonsep atau operasional teknis,
sarana prasarana belum dikondisikan
dengan kurikulum, kurang berfungsinya
komite sekolah dan minimnyakepala
sekolah yang berkompetensi terhadap
bawahannyayang memiliki bidangilmu
yang berbeda

Para guru agama menjalankan
tugas masih pada sebatas mekanistik
bel um bisamengambil maknadari ssbuah
kebijakan. Contoh, pembuatan perang-
kat administras akademik yang berujud
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembe-
lgaran).

Guru PAl mengikuti begitu sgja
gpayang menjadi konsep MGMP, fungs
MGM P berubah menjadi penentu kuri-
kulumtingkeat daerah yang berarti filosofi
kurikulum pembel gjaran yang hendak
didesentralisasikan menjadi kembali
tersentraisad di tingkat daerah (Abidin,
2007: 54) hanyamemindah kebijakan
dari pusat ke daerah belum dimaknai
otonomi sekolah karenaSDM guru dan
kepalasekol ahnyabe um sigp mandiri.
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Otonomi dimaksudkan, sekolah
|ebihlduasadd am pengd olaan, pengem-
bangan potend, peningkatan kinerjapara
personel, membukadiri adanyaparti-
Sipas masyarakat atau stakeholder. Hal
ini masih menjadi masalah juga yang
berkait dengan input siswa termasuk
SDM nomor dua(secarasecand choise)
pengel ol aan sekol ah dan proses pembe-
Igjaran masih berkutat pada paradigma
lama, baik terhadap caramenggjar mau-
pun perseps terhadap siswayang masih
diaganggap sebagal objek, seperti mengi-
s gelas kosong, hanya pada pengem-
bangan kognitif, menganggap siswaitu
samakondisinyadan sebagainya.

Sis lain kekurangan guru yang
tidak bisa dipenuhi dengan merekrut
tenaga baru sendiri (diatur Pemda/
diknas) guru yang mis match anggaran
APBD yang masih belum mencukupi
kebutuhan, kurang mampunyabergaining
dengan pemerintah daerah, kurang
komunikatif yang baik antara Depar-
temenAgamadengan pemerintah daerah
menyangkut pembiayaan|lembagapendi-
dikanyang menjadi binaannya. (Hasbu-
[lah, 2007: 149-151).

Otonomi pendidikan merupakan
kekuatan madrasah sekaligus sebagai
kelemahan, jikatidak dibarengi kepe-
mimpinan madrasah yang visioner dan
mampu mengel ola perubahan, hal ini
tantangan dan memaksamadrasah untuk
terusberbenah dan meakukanreorientas
terhadap tujuan metode pembel gjaran
materi pembelgjaran dan sebagainya
(Hasbullah, 2007: 164-165).

Beberapa penelitian yang me-
nyangkut hubunganganyadengan pen-
didikan pernah dilakukan oleh beberapa
pendliti, antaralain:

Imam Ngamuddin (2008) dengan
judul Kesiapan Guru dalam Imple-
mentasi Kurikulum Terpadu Satuan
Pendidikan di Sekolah Dasar Islam
Sunan Kalijaga Baluarti Surakarta,
berkesmpulan: 1) Kepaasskolahmem-
beri kesempatan kepadaparaguru untuk
dikirim dalam kegiatan workshop, semi-
nar, lokakarya. 2) Penyediaan sarana
prasaranabd ummaksmd. 3) Gurutidak
mempersigpkan administras akademik
secara standar, 4) Guru belum menja-
lankan pembelgjaran dengan strategi
yang variatif, 5) Guru belum mandiri
membuat RPPuntuk kesigpan menggar,
6) Guru belum banyak yang memiliki
kualifikas menggjar secaraprofesiond,
kompetens paedagogik, sedang kompe-
tens sosd dan kepribadian cukup bagus.

AbdullahAly (2006), denganjudul
Peranan Madrasah Sebagai Lembaga
Pendidikan Islam di Era Otonomi
Daerah. Penelitian ini merupakan
penelitian lapangan yang mengambil
lokas di wilayah Surakarta. Lembaga
yang diteliti meliputi Madrasah Negri
maupun swasta, dari tingkat | btidaiyah,
Tsanawiyahsampal Aliyah. Andisadata
secara induktif didapat kesimpulan,
bahwa peranan Madrasah sebagai
lembaga pendidikan yang berbasis
agama (Islam) sebenarnyasangat stra-
tegis, yaitu dalam rangka pembinaan
mental kader bangsayang berakhlaqul
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karimah. Namun disayangkan bahwa
tantangan yang dihadapi oleh Madrasah-
madrasah di Surakarta masih sangat
berat, terutamayang menonjol adalah
mengena rendahnyaprestad input Sswa,
daya saing yang kurang kompetitif
dengan sekolahumum, lemahnyakuditas
sumber daya yang tersedia, keadaan
rata-rata ekonomi siswa yang lemah,
masal ah keterbatasan dana, sertaketer-
batasan sarana dan prasarana. Keber-
adaan madrasah yang di luar jangkauan
wilayah otonomi Pemerintah Daerah
semakin memperlemah perkembangan
lembaga pendidikan tersebut dalam
memerankan diri di tengah persaingan
sekolah umum yang memperol eh du-
kungan dan perhatian penuh dari Diknas
Pendidikan setempat.

Undang-undang No. 20/2003
Sisdiknas pasal 35 tentang Standar
Nasiond Pendidikanmenjeaskanbahwa
Standar Nasional Pendidikan adalah
adanyastandar kompetens keluluasan,
standar i, standar pendidik dan tenaga
kependidikan, standar proses standar
sarana dan prasarana, standar pem-
biayaan, standar pengelolaan, standar
penilaian pendidikan.

Lembaga pendidikan di Suko-
harjo yang dikel olaoleh swasta cukup
banyak, bahkan yayasan yang berlatar
padasosia keagamaan cukup banyak,
sehinggaotonomi pendidikanyang diber-
lakukan di kabupaten Sukoharjo cukup
terasadampaknyadari semuaaspek.

Lembaga pendidikan di Suko-
harjo telah memperol eh otonomi penge-

lolaan sekolah dari Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Sukoharjo, dengan
adanya kebijakan pemerintah tentang
otonomi daerah selain membawakeun-
tungan terutamasekol ah-sekol ah negri,
yang manamerekamendapat kucuran
danadari pemerintah sehinggasekolah-
sekolah Negri dapat mengambil kebi-
jakan untuk membebaskan biaya SPP.

Sedangkan di sis lain membawakeru-

gian kepada sekolah-sekolah swasta,

yakni dengan adanyapenurunan animo
orang tuauntuk mensekolahkan anaknya

di sekolah swasta, selain biaya juga

akibat dari sekolah-sekolah Negri yang

membukakel asbaru, untuk pemenuhan
24jam menggar per minggu.

Melihat kondisi tersebut sangat
menarik untuk ditditi, tentang bagaimana
kesiapan sekolah swatadi eraOtonomi
Daerah di Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo. Sehingga hasil penelitian
tersebut akan dapat membantu bagi
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
sebagal bahan pijakan untuk menetgpkan
kebijakan baru bagi penentu, pengambil
kebijakan.

Berdasarkan judul dan latar
bel akang masdah yang disgjikan penulis
di atas, maka penulis merumuskan
masa ah sebagal berikut:

1. Bagaimanakah rekruitmen dan pe-
nentuan kualifikasi guru, kesegjah-
teraan, rasio dan pembinaan super-
vis gurudi SMPdan SMA swasta
di Sukoharjo Tahun 2009.

2. Bagaimana proporsi kewenangan
sekolah dalam memang SDM.
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Tujuanyang ingindicapai dalam
penditianini adalah untuk mengetahui:
1. Pola rekruitmen dan penentuan
kudifikas guru, kesgahteraan, raso
dan pembinaansupervid gurudi SMP
dan SMA swasta di Sukoharjo
Tahun 2009.

2. Propors kewenangan sekolahddam
memang SDM.
Manfaet penditian
1. Dapat melihat secararedistisposis
sekolah-sekolah swasta tentang
kekuatan dan kelemahannyadi era
otonomi daerah.

2. Sebagal bahan pijakan untuk mene-
tapkan kebijakan baru bagi penentu,
pengambil kebijakan.

Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis
lakukan berupapenelitian lapangan di
SMP dan SMA Swasta di Sukoharjo
dengan menggunakan pendekatan kuali-
tatif yakni pendlitian yang prosedurnya
menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata yang tertulis atau lisan dari
orang-orang dan pelaku yang diamati
(Lexy J. Meleong, 1995: 3).

2. Metode Penentuan Subjek Popu-
lasi

Populasi adalah keseluruhan
subjek penditian (Arikunto,1992: 102).
Populas merupakan universd yang dapat
berupaorang, bendaatau wilayah yang
ingin diketahui oleh pendliti. Populas
dapat dibedakan menjadi duakategori,

yaitu populasi target (target popul ation)
dan populasi survey (survey popu-
lation). Populasi target adalah seluruh
unit populasi, sedang populasi survey
adalah sub unit dari populas pendlitian
(Sudarman, 2000: 87). Dalam pendiitian
ini menggunakan populas survey, yang
dijadikan subjek penelitian adalah
lembaga pendidikan swastayang berada
di Sukoharjo.

3. Metode pengumpulan data
Metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data adalah sebagai

beritkut :

a. Metode interview
Pendlitianini menggunakan metode
interview terpimpin (Guide inter-
view) yaitu interview yang dilaku-
kan oleh pewawancara dengan
membawa sederetan pertanyaan
lengkap dan terperinci (Arikunto,
1992: 127). Metode interview ini
penulisgunakan untuk memperolah
datamengenal seputar rekruitmen
dan penentuan kualifikasi guru,
kessjahteraan, rasio dan pembinaan
supervis guru sertapropors kewe-
nangan sekolah dalam memanaj
SDM.

b. Metodedokumentas
Metode dokumentas adalah mencari
datamengenai hal-hal variabd yang
berupacatatan transkrip, buku, surat
kabar, mgdah, notulenrapat, agenda
dan sebagainya. (Arikunto, 1992:
234). Metodeini digunakan untuk
memperoleh data tentang seputar
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rekruitmen dan penentuan kudifikas
guru, kesgjahteraan, rasio dan pem-
binaan supervis guru sertapropors
kewenangan sekolahddammemang
SDM.

c. Metode Observas
Metode observasi adalah penga-
matan dan pencatatan secarasiste-
matik terhadap gejaayang tampak
pada subjek penelitian (Nawawi,
1990: 100)
Metodeini digunakan untuk menge-
mati letak geografis sekolah, ling-
kungan, kondisi, situasi pembe-
lgarandanlain-lain. Ddampendlitian
ini sekolah yang diobservas addah:
SMPMuh 1 Sukoharjo, SMPKris-
ten Kartasuro, SMP Al-Islam 1
Kartasuro, SMP dan SMA Al-
Firdaus Sukoharjo, SMA Veteran 1
Sukoharjo,

4. Metode analisis data

Analisis data menurut Lexy J.
Moleong (1995: 112) adalah proses
mengatur urutan data, mengor-
ganisasikan ke dalam suatu rumusan
padakategori dan uraian dasar, sehingga
dapat dite-mukan tema dan dapat
dirumuskan hipotesskerjayang disaran-
kan untuk mengandisisdata.

Untuk menganalisis data yang
terkumpul, penditi menggunakanandis's
data yaitu dengan analisis deskriptif
kualitatif, artinya, data yang muncul
berupakata-katatertulisatau lisan dari
orang atau prilaku yang diamati yaitu
melalui wawancara, observasi dan

dokumentasi yang diproses melalui
pencatatan dan lain-lain kemudian
disusundaamteksyang diperluas(Miles
MB and AM Huberman, 1992: 26).

Datayang diperoleh akan diana
lisissecaraberututan daninteraksionis
yang terdiri dari tiga tahap yaitu: 1)
Reduksi data, 2) Pernyajian data, 3)
Penarikenampulanaauverifikas (Miles,
MB and AM Huberman, 1992: 16).

Pertama, setelah pengumpulan
dataselesai dilakukan, langkah selan-
jutnyaadalah reduks datayaitu meng-
golongkan, mengarahkan, membuang
yang tidak perlu dan pengorganisasian
sehinggadataterpilah pilah. Kedua, data
yangtdahdireduks akandisgikanddam
bentuk narasi. Ketiga, penarikan sm-
pulan dari datayang telah disgikan pada
tahap ke duadengan mengambil sim-
pulan.

Metode berfikir yang digunakan
adalah metode berfikir induktif dan
deduktif. Metode deduktif adalah suatu
penarikan kessimpulan yang dimulai
dari pernyataan khusus menuju pada
pernyataan yang sifatnyaumum (Ari-
kunto, 1992: 159). Adapun metode
induktif adalah cara penarikan kesim-
pulanyang dimula dari pernyataan umum
menuju padapernyataan yang Sifatnya
khusus (Hadi, 1993: 97)

Hasil dan Pembahasan

Rekruitmen dan penentuan kudi-
fikas guru, kesgjahteraan, rasio dan
pembinaan supervisi guru, proporsi
kewenangan sekolah dalam memanag]
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SDM di SMP dan SMA swasta di
Sukoharjo Tahun 2009 adal ah sebagai
berikut:

1. SMP Muhammadiyah 1 Suko-
harjo

Rekruitmen dan kualifikasi guru
SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo
add ah dari rekomendas MglisDikdas-
men. SMP Muhammadiyah ini mem-
peroleh bantuan guru bantu sgumlah 4
(empat). Jumlah guru yayasan 22
karyawan 5. Sedangkan guru yang
diperbantukan dari Depag dan yang
bersartifikas belumada, kecudi Kepsek.

Penggajian untuk kesejahteraan
paraguru berdasarkan jam menggjar di
sekolah dan mendapatkan dana BOS
dan Dasismin, yaitu danauntuk siswa
miskin.

Untuk pembinaan guru adalah
dengan adanyapengawasyang dilaku-
kan oleh KepaaSekolah, pengawasdari
Dinas, dan dari pusat. Di dalam penga-
wasan, Kepala Sekolah mengadakan
pembinaan tentang pembuatan RPPyang
sdlamaini mashtergantung dari produk
MGMP K abupaten.

Kendala dalam proses belgar
mengajar (PBM) di SMP Muham-
madiyah 1 Sukoharjo adalah belum
memiliki KTSP dan buku pegangan.
Sedangkan kurikulum lokal (kurlok)
ditentukan dari kabupaten, yang terdiri
dari MataPelgjaran (mapdl) e ektronika
dan BahasaJawa.

Proporsi kewenangan sekolah
dalam memang SDM dan otonomi

sekolahtentang raso guru dengansiswa
tergolong belum bisamemenuhi 24 jam
mengagar perminggu, kerenakelasdaam
kelompok kecil. Jumlahkesderuhan ada
8kelasdankelas1 termasuk kel askecil.

Penurunananimosisvabarusdah
satunya diakibatkan dari sekolah-
sekolah Negeri yang membuka kelas
baru, untuk pemenuhan 24 janmenggar
per minggu dan sekolah gratis.

Upaya-upaya yang dilakukan
sekolah untuk menghadapi UAN yaitu
dengan diadakannya les, try out dan
pemadatan. Sedangkan keberadaan
komitemasih sebatasformalitas, belum
adakontribusinya.

Untuk saranadan prasaranaban-
tuan tambahan klas (gedung baru/rehab
klas) satu ruang dari Dinas, namun untuk
perpustakaan masih mengalami keku-
rangan jumlah eksemplar buku dan
judulnya.

Untuk pengembangan saranadan
prasaranadiperoleh dengan danaBOS
yang diwujudkan dalam bentuk buku dan
untuk membeli buku sudah ditetapkan
buku-buku tertentu dengan hargayyang
lebihmahal dari hargapasar.

Bantuansiswamiskindijatah 11
anak, untuk anak @. 288.000,-untuk
SPPdandari propinsi berwujud LKS,
sedangkan danaAPBD tidak ada. Anak
miskin mendagpatkan uang sskudari BOS.
Sekolah Mendapatkan bantuan dari wali
murid beruba paving (wawancara
dengan Kep Sek, Bapak Sri Setiarso,
SPd, padatanggal: 18 Mei 2009).
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2. SMP Kristen Kartasuro Su-
koharjo

Rekruitmen dan kualifikas guru
SMP Kristen Kartasuro-Sukoharjo
adal ah belum bisamemenuhi guruyang
sesual dengan kualifikasi, kecuali guru
yang mengga matape garanuntuk Ujian
Akhir Nasona (UAN).

Jumlah guru yang diperbantukan
berjumlah 4 (empat) orang, untuk guru
honorer (tidak tetap) berjumlah 9 orang,
sedangkan untuk guru yayasan adalah
berjumlah 3 orang. Khususguru agama
direkut dari yayasan sendiri.

Untuk guru yang masuk ke date-
base belum ada dan guru yang sudah
mendapat sertifikas addahbaru 1 orang,
yaitu Kepala Sekolah.

Pemenuhan kesgjahteraan guru
sekol ah menerimadana Bantuan Ope-
rasional Sekolah (BOS). Sistem peng-
gajian guru SMP Kristen Kartasuro-
Sukoharjo sepenuhnyadari yayasan.

Khususuntuk anak-anak miskin
adadanasiswamiskin (dasismin), yang
memperoleh danasiswamiskin adalah
sgjumlah 10 anak dengan cara setiap
tahun menggukan keAPBD.

Pembinaangurudilakukanmddui
MGMP dari pengawas, dari Kepsek
yang dilakukan persemester, yang terkait
dengan persigpan dan proses pembe-
lgaran.

Perkembangan jumlah murid di
SMP swasta padaumumnyadan SMP
Kristen khususnya menurun, hal ini
disebabkan karena masyarakat untuk
menyekolahkan anaknya lebih ber-

orientasi pada sekolah negeri karena
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
memiliki program sekolah gratisuntuk
Sekolah Negri di wilayah Sukoharjo.

Oleh karenaitu untuk memenuhi
tuntutan mengajar 24 jam/minggu,
diupayakan kelasbesar dipecah menjadi
kelas kecil yang berkapasitas kurang
lebih 30- an anak didik.

Kurikulum lokal (kurlok) SMP
Kristen Sukoharjo adalah Mata Pela-
jaran (mapel) BahasaDaerah, TataBoga,
Elektronika,

Daam pengembangan saranadan
prasarana, sekolah tidak punyadonator
tetap tetapi mempunya komite sekolah
sebagail patner kerja sekolah dan ya-
yasan. Untuk sekolah menjalin dengan
yayasan dan bergabung dengan sekolah-
sekolah Krigenyang lain. Sekolah SVIP
kristen menerima rehab ruang dari
gubernur melalui Dinas (wawancara
dengan KepSek, Bapak Kasino, BA,
padatanggal 25 Mel 2009).

3. SMPAI-Islam 1 Kartasuro-Suko-
harjo

Rekruitmenguru SMPAI-Idam 1
Kartasuro-Sukoharjo adalah sesuai
dengan kudlifikas disiplinilmu dengan
mata pel g aran yang diampu oleh para
guru. Untuk rekruitmen gurudipilinyang
memiliki loyalitasterhadap Islam dan
memenuhi kudifikas (tidak mismatch),
namun semuaguru belum memperoleh
sertifikasi kecuali hanya 1 guru yakni
KepaaSekolah.
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Rasio guru dengan siswa sudah
ideal. Untuk perekrutan guru dengan
menggunakan sistem kontrak, dengan
lamakontrak selama 2 tahun. Selama
waktu itu tidak kapabel dan tidak
memiliki semangat makaakan dilepas
(diputuskontraknya). Kudifikas Sumber
DayaManusiauntuk guru di SMPAI-
Islam 1 Kartasuro-Sukoharjo belum
terpenuhi.

Untuk rekuitmen dan mengangkat
gurubarudi SMPAIl-Idam 1 Kartasuro-
Sukoharjo yang memiliki wewenang
adalah penguruskomite dan yayasan.

Jumlah guru SMP Al-Islam 1
Kartasuro-Sukoharjoterdiri dari guru
yang diperbantukan dari Diknas ber-
jumlah 4 orang dan guru honorer (GTT)
berjumlah 14 orang.

Kesgahteraan guru diggi meaui
yayasan penuh, sedangkan danaBantuan
Operasional Sekolah (BOS) untuk
mengembangkan operasiona sekolah.
Penggajian sesuai dengan Rancangan
Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah
(RAPBYS). Sedangkan pemerintahhanya
memberi insentif.

Pembinaan untuk guru dari Dinas
Secaraisendental. Ddam prosessupervis
hampir tidak ada masalah, tetapi ka-
dang-kadang pedoman buku dari Diknas
belumided menurut kurikulumdi sekolah
Al-Idam.

Kurikulum SMPAI-Idam 1 Kar-
tasuro-Sukoharjo mengacu kepada
pemerintah, di samping jugamemiliki
mulok (muatan lokd) yaitu: BahasaJawa,
BahasaArab, Elektro, dan Tata Boga.

Propors guru menggjar sudah mencapal
standar sertifikas dengan mengajar 24
jam per minggu.

Pengembangan saranadan prasa-
rana SMP al-Islam mendapat dana
Bantuan Operasiona Sekolah (BOS)
dan bantuan anak miskin, di sampingitu
adadonatur tetap dari anggotakomite
secara isendental. Untuk keperluan
sarana-prasaranamemperoleh bantuan
dari pemerintah berwujud rehab klas
baru. Sdamaini mendapat 3kdi bantuan
dengan rincian 30 juta untuk 6 kelas.
Rehab kelas baru dan rehab gedung
mendapet danadari yayasan. (Wawan-caa
dengan KepalaSekolah, Bapak Subakhir,
BA, padatanggd: 25Mei 2009).

4. SMP dan SMAAI-Firdaus Suko-
harjo

Rekruitmen guru berdasarkan
kualifikasi oleh Yayasan Lembaga
Pendidikan Islam Al-Firdaus. Tenaga
guru sesua dengan kudifikas ijazahdan
memiliki ketrampilan bahasa(Arab dan
Ingris) serta memiliki wawasan ke-
agamaan yang cukup. Tidak adaguru
yang mismatch. Guru SMP dan SMA
Al-Firdaus Sukoharjo yang telah ber-
sertifikas berjumlah 2 orang selebihnya
add ah guruyayasan, diantaranyaadaah
tenaga kontrak, magang, percobaan,
tetap (dengan ketentuan tiap semester)
bisanaik jenjang. Jumlah keseluruhan
guru ada 30 orang dan jumlah siswa
perkelas 20 anak (kelaskecil).

K esg ahteraan guru dipenuhi oleh
yayasan, dengan acuan standar seperti
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PNS, tigp jenjang melalui proses (peni-
laian DP3). Untuk bisa naik jenjang
yakni dari tenaga percobaan ke tenaga
tetgp add ah dengan persyaratan menyu-
sunfortofalio.

Untuk perekrutan guru yakni
dengan prosedur madui KepdaSekolah
kemudian usulan dari Kepala Sekolah
ditetapkan oleh yayasan. Untuk men-
dapatkan pendapatan dari APBD guru
harusmasuk kuaifikas untuk mengabdi
5 tahun. Sedangkan untuk memperoleh
tunjangan fungsond seorang guru harus
menggar minima 24 jam.

Supervisi/pembinaan dalam hal
pembel g aran sekolah dilakukan oleh
Kepala Sekolah, Yayasan. Di samping
Kepala Sekolah dan juga Yayasan
supervis/pembinaanjugadilakukanoleh
Dinasdan Depag.

Mengenai pembuatan silabusdan
RPP dibuat oleh guru masing-masing
dalam persemester (4 bulan). Untuk
kelas 3 mengacu ke kurikulum umum.
Untuk kasus kelas 3, ketika mereka
yang sudah memasuki tengah semester
(mid semester) maka sekolah me-
nyiapkan mereka untuk menghadapi
ujian. Sedangkan untuk kelas SMA
diprogram dengan kategori, 2 tahun
untuk teori dan 1 tahun untuk life skill,
magang dan persiapan ujian.

Pemagangan dan life skill beker-
jasama dengan ASDI (Akademi Seni
DesainIndonesi@) dalam bidang desain
grafis. Life skill fothografisbekerjasama
dengan studio photo Matahari Solo.
Sedang life skill jurnalistik bekerjasama

dengan SOLO Pos. Semua life skill
diberi sertifikat oleh duniausahatempat
merekapraktek.

Kurikulum mengacu kepada
KTSP (kurikulumtingkat satuan pendi-
dikan) di samping adamuatan kurikulum
dari Depag, Dinas, daninovas kurikulum
dari Al-Firdaus. Kurikulum Muatanloka
yaitu: Bahasa Arab, Desain Grafis,
fothografis, Jurndigtik.

Rekuitmen siswa di samping
model penerimaan siswa baru secara
reguler jugamengambil anak yatim piatu
dan dhuafa. Denganrincian setigp tahun
mengambil 2 orang dari yatim piatu dan
dhuafa dengan konsekuensi beban
pembiayaan dibebaskan. Untuk mem-
biayai anak yang yatim dan dhuafa
menggunakanssemsubsidi slang.

Untuk memang 2 lembagayang
dibangun dalam satu atap dikepalai oleh
satu KepadaSekolah, dengan didampingi
oleh Komite Sekolah secaraefektif.

Sekolah memperoleh subsidi dari
dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), Block Grand. Sedangkan
pemenuhan saranadan prasarana seko-
lah sepenuhnyaoleh yayasan (Wawan-
cara dengan Kepala Sekolah, Bapak
Supardi, M. Ag., padatanggal: 4 Juni
2009).

5. SMA Veteran | Sukoharjo
Rekruetmen guru SMA Veteran 1
Sukoharjo dengan menggunakan
kualifikas yakni standar minimal S1
Keguruanaau S1 nonkeguruan plusakta
IV. Khususuntuk rekruitmenguruAgama
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adalah dari Depag (diperbantukan)
namun dikarenakan kekurangan jumlah
guru Agama, oleh sekolah diambil
kebijakan dengan memenuhi sendiri,
begitujugauntuk guru umum.

Pemenuhan kesgahteraanguru di
SMA Veteran 1 Sukoharjo, untuk guru
honorer dibiayai oleh yayasan. Jkaada
insentif dari pemerintah/kabupaten
merekamendapatkan kesgjahteraan Rp.
100.000,- per orang dengan kuaifikas
bagi guru yang sudah masuk ke data-
base.

Supervis/pembinaan dilakukandi
kelas sebagai penanggungjawab unit
kerja(kep sek/guru senior) yang ditugas
sebagal supervisi persemester. Pem-
binaan jugadilakukan dari Dinasyang
secara kesel uruhan membimbing dari
bagian administras sampai kelasuntuk
di sampaikan keguru-guru.

Model supervis yang dilakukan
adalah berkaitan dengan:

*  Membimbing pembuatan RPPyang
mengacu kepada PAIKEM KTSP.

*  Proses pembelgaran di kelas dan
evauas.

*  Pembinaan performance guruyang
dituntut untuk memenuhi kompetens
kepribadian dan sosal.

Proses pembimbingan dilakukan
dengan carabertahap mulai dari sosia-
lisasi KTSP dari Pusat secara global
kemudian secaradetail disampaikan di
sekol ah dengan caraworkshop.

Slabusdibuat gurumasing-masing
sesua kurikulumsekolah, khususpenyu-

sunan kurikulumlokal (kurlok) peme-
rintah memberikan garisbesarnyasgja
sedangkan sekolah menjabarkannya.

Proporsi kewenangan sekolah
dalam penjaminan mutu sudah sesuai
atau berkualifikas, hal tersebut terlihat
denganrasio guru dan siswayang ideal
berdasar kdlasstandar sertifikas (dengan
ketentuan kurang lebih perkelas 30
gswa). Jumlah menggar perguru24jam
mengajar/minggu, bagi guru yang me-
ngajarnya kurang dari 24 jam yang
berkudifikas guru | PA dikompensaskan
ke pekerjaan |aboratorium dan guru I|PS
dikompensansikan ke koperasi siswa,
sedang guru informatika komunikasi
dikompensas kan ke pengelolaanlabora
torium komputer.

Pegawai Negri Sipil (PNS) yang
diperbantukan ada ah berjumlah 3 orang
dari Diknas dan 1 orang berasal dari
Depag, Calon Pegawai Negri Sipil
(CPNS) berjumlah 7 orang, guru tetap
yayasan berjumlah 6 orang, guru yang
sudah bersertifikas berjumlah 7 orang,
danlainnyaada ah guru honorer.

Pengembangan saranadan prasa
rana untuk renovasi gedung, labo-
ratorium, dan perpustakaan men-
dapatkan subsidi dari pemerintah (Wa-
wancara dengan Kepala Sekolah,
Bapak Heru, M.Pd, padatanggal: 18
Mei 2009).

Segjumlah lembaga pendidikan
swagtadi sukoharjoyang menjadi obyek
penelitian dianalisis berdasarkan pada
permasalahan yang diangkat yakni
kuaifikas guru, pengawasan dan pem-

Desentralisasi Pendidikan di Era ... (Saifuddin Zuhri dan Zaenal Abidin) 201



binaan guru, kurikulum, pembiayaan
penyel enggaraan, komite sekolah (parti-
sipasi masyarakat), kesejahteraan
sekolah, rasiojammenggjar, saranadan
prasaranadiperoleh hasil;

Pertama, tentang kudifikas guru.
Bagi SVIPMuhammeadiyah 1 Sukoharjo,
dari segi pemenuhan kualifikasi guru
sepenuhnya diangkat oleh yayasan
berdasarkan kudifikas tamatan bidang
keahlianilmu. Sedangkan untuk peme-
nuhankudifikes sartifikes gurubarusau
yakni KepalaSekolah.

SMP Kristen Kartasura-Suko-
harjo, pemenuhan kualifikasi guru
sepenuhnya diangkat oleh yayasan,
sedangkan untuk pemenuhan guruyang
sesual dengan bidang keilmuannya
(keahliannya) baruterpenuhi padamata
pelgaran untuk ujian Nasional (UAN).
GuruMataPelgjaran (MAPEL) belum
terpenuhi sesuai dengan keahliannya
(mismatch). Untuk pemenuhan kudifi-
kas sertifikasi guru baru satu yakni
KepaaSekolah.

SMPAI-Islam Kartasura-Suko-
harjo, pemenuhan kualifikasi guru
sepenuhnyadiangkat oleh komite seko-
lah dan Yayasan dengan sistem kontrak
selama 2 tahun. Selamamasa kontrak
dipandang kapabel dan memiliki sema-
ngat dan loyaitasterhadap |lam yang
tinggi akan diperpanjang kontraknya.
demikian jugasebaliknya. Sedangkan
kudifikas sertifikas gurubaru satuyakni
KepalaSekolah sgja

SMP-SMA Al-Firdaus Suko-
harjo, pemenuhan kualifikasi guru

sepenuhnya diusulkan oleh Kepala
Sekolah dan diangkat oleh Yayasan,
kualifikas sesual dengan ijazah tamatan
yang sesual dengan keahlianya(bidang-
nya) dan memiliki ketrampilan dua
bahasa(Arab danInggris) sertamemiliki
wawasan keagamaan yang cukup. Guru
Mata Pelgjaran (MAPEL) mengajar
sesual dengan bidangnya. Di sampingitu
pengangkatan guru berdasarkan kuali-
fikas tenagakontrak, tenagamagang,
percobaan dan tetap, dengan ketentuan
tigp semester dievaluasi perjenjang.
Untuk kudifikas sartifikes gurubarudua
yakni K epalaSekolah dan guru senior.

SMA Veteran 1 Sukoharjo, peme-
nuhan kualifikasi guru diangkat oleh
Yayasan berdasarkan padabidang yang
sesuai dengan keahliannya atau yang
tidak sesuai dengan ijazah Sl tetapi
dilengkapi dengan akta IV. Untuk
pemenuhankudifikes sartifikas sgumlah
7 orang guru.

Undang-undang No. 20/2003
Sisdiknas pasal 35 tentang Standar
Nasional Pendidikan, menjelaskan
bahwa Standar Nasional Pendidikan
adalah adanya Standar pendidik dan
tenaga kependidikan adalah mencakup
kriteriapendidikan prgjabatan dan kela
yakan fisk maupun mental, sertapen-
didikan dalam jabatan. Pendidik harus
memiliki kualifikasi akademik dan
kompetens sebaga agen pembegaran,
sehat jasmani dan rohani, sertamemiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikannasiond.
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Hasil dari data yang diperoleh
menerangkan bahwaguru-guru sekolah
tersebut diatastelah memenuhi kudifikes
profes keahlian, kecuali SMPKristen
Sukoharjo, yakni hanya guru yang
mengajar Mata pelgjaran UAN yang
menjadi mata uji negara. Sedangkan
untuk sertifikas masing-masing sekolah
baru Kepalasekolah sgja, kecuai SMA
Veteran 1 Sukoharjo. Dengandemikian
sekol ah-sekol ah swastatersebut sesuai
dengan Undang-undang No. 20/2003
Sisdiknas pasal 35 tentang Standar
Nasiona Pendidikan.

Kedua, Pembinaan, Supervis dan
Pengawasan Guru, telah dilakukan oleh
semua sekolah dan pihak Pemerintah,
baik Dinas, Depag K abupaten maupun
DinasProping, sedangkan untuk SMP
dan SMA Al-Firdaus, pembinaan,
supervisi dan pengawasan guru juga
dilakukan olehyayasan, danuntuk SMA
Veteran dilakukan jugaoleh guru senior.
Pel aksanaan pembinaan, supervisi dan
pengawasan dil akukan secararutin baik,
terjadwal atauingdental.

Sasaran pembinaan, supervis dan
pengawasan berkaitan dengan persigpan
menggar (RPP), performance menggjar
untuk memenuhi kompetend profesond,
kepribadian dan sosial, pembuatan
silabus, serta proses pembelgjaran di
kelasdanevauas.

Dengan demikian pembinaan,
supervisi dan pengawasan guru di
sekolah-sekol ah tersebut di atas sudah
dijalankan sesuai dengan fungsi, tugas
dan kewenangan sekolah dan guru (UU

No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen Pasal 35 ayat 1) dan keputusan
mentri RI Nomer 162/13/2003 tentang
pedoman penugasan guru sebagai
kepala sekolah, pasal 9 ayat 2, bahwa
penilaian kepal asekol ah atasdasar tugas
dan tanggung jawab kepalasekolah.

Ketiga, Kurikulum. Kurikulum
yang dibebankan ol eh setiap lembaga
pendidikan di atas mengacu kepada
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) bermuatan kurikulum nasional
yang harusdijadikan acuan oleh setiap
sekolah tetapi jugadiberi kewenangan
untuk mengadakan dan mel aksanakan
kurikulumlokal. Untuk SMPdan SMA
Al-FirdauskurikulumNas ond merujuk
kepada K TSP, Kurikulum dari Depag,
Kurikulum Sekolah Kguruan, keidaman
terpadu dan kurikulum pengembangan
Bahasa Asing. Sedangkan program
pembelgarannya ditambah pengem-
bangan kompetens dasar, keildaman dan
pembentukan akhlak, pengembangan
diri, pengembangan life skill dan
pemagangan. SMA Al-Firdausdi pro-
gram 2 tahun untuk teori dan 1 tahun
untuk life skill, magang dan persiapan
Ujiannegara.

Menurut Undang-undang No. 20/
2003 Sddiknaspasd 35 tentang Standar
Nasional Pendidikan, menjelaskan
bahwa Standar Nasional Pendidikan
adalah adanya Standar Isi yakni men-
cakup ruang lingkup materi dan tingkat
kompetensi yang dituangkan dalam
kriteriatentang: kompetensi tamatan,
kompetens mapel, kerangkadasar dan
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struktur kurikulum, bebanbegar, KTSP,
kalender akademik.

Kesduruhan sekolah yang ditdliti
masing-masing memiliki kurikulum lokal
yang dibebankan oleh DinasK abupaten
Sukoharjo yaitu Pelajaran Bahasa
Daerah. Sedangkan untuk sekolah-
sekol ah tertentu, seperti SMPdan SMA
Muhammadiyah 1 Sukoharjo ditambah
Mapd Elektronika, SM P Kristen Suko-
harjo, ditambah Mapd TataBoga, SMP
Al-lIdamditambah Mapel BahasaArab,
SMPdan SMA Al-Firdausditambah life
skill, dan pemagangan. Dengandemikian
kurikulum sekolahtersebut di atas, untuk
kurikulumnasiond belum 100% menga:
cu kepada KTSP dan kurikulum |okal
cukup variatif terutamaSMPAI-Idam
dan al-Firdaus.

Keempat, Pembiayaan Opera-
sond sekolah (sekolah, guru, dangswa).
Menurut Undang-undang No. 20/2003
Sisdiknas pasal 35 tentang Standar
Nasional Pendidikan tentang Standar
pembiayaan, adalah berkenaan dengan
biayainvestad mdiputi biayapenyediaan
saranadan prasarana, pengembangan
sumber dayamanusia, dan model kerja
tetap. Biaya personal meliputi biaya
pendidikan yang harusdikel uarkan oleh
pesartadidik untuk bisamengikuti proses
pembelgaran secara teratur dan ber-
kelanjutan. Biayaoperas meliputi; ggi
pendidik dantenagakependidikan serta
segdatunjangan yang melekat padagqi,
bahan atau peralatan pendidikan habis
pakai, dan biayaoperas pendidikantak
langsung berupadaya, air, jasatel eko-

munikasi, pemeliharaan sarana dan

prasarana, uang lembur, transportas,

konsums, pajak, asurans danlain seba-
gaanya
Beberapa sekolah swasta di

K abupaten Sukoharjoyang ditdliti daam

pembiayaan operasiond sekolah ada ah:

a. Sekolah, semua sekolah pem-
biayaan operasionalnyaditanggung
oleh masing-masing penyeenggara
(yayasan). Khusus SMPdan SMA
Al-Firdaus mendapatkan dana
operasional sekolah dari BOSdan
Block Grand.

b. Guru, Guru diggji oleh Yayasan
melaui sekolah sesual dengan krite-
riakemampuan dari masing-masing
sekolah berdasar pada beban me-
nggar 24jam/minggu, di sampingitu
memperolehinsentif dari Pemerintah
Daerah dan danaBOS. Jugamasih
adapropors menggjar yang belum
mencapai 24 jam mengajar per-
minggu, yaitu SMPMuhammadiyah
Sukoharjo dan SMPKristen.

c. Siswa, Siswamemperoleh bantuan
kesejahteraan murid (BKM) bagi
yang tidak mampu dari masing-
masing sekolah. Untuk sekolah SMIP
Muhammadiyah 1 Sukoharjo mem-
peroleh bantuan ssvamiskindijatah
11 anak @ Rp. 288.000,- yang
dia okas kan untuk pembiayaan SPP
dan LKS, walaupun tidak mem-
peroleh danaAPBD. SMPKTristen
Kartasuramemperoleh danamiskin
sgiumlah 10 anak dengan carasetiap
tahun mengajukan keAPBD. SMP
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Al-lIdlam Sukoharjo, mendapatkan
tambahan dana dari donatur tetap
untuk siswa miskin dari Komite
Sekolah secarainsdental. SMPdan
SMAAI-Firdaus, bahwassvayatim
piatu dan dhuafa dibebaskan pem-
biayaan sekolah, pembiayaan mere-
kadilakukan dengan sistem subsidi
slang, dengan demikian mangemen
siswa yang tidak mampu men-
dapatkan bantuan dari pemerintah
waaupun sekolah gratisdi Sukoharjo
berpengaruh terhadap animo siswa
masuk sekolah swasta. Dengan
demikian pembiaayaan operasional
sekolah sudah sesuai dengan Un-
dang-undang tersebut di atas.

Kelima, Komite Sekolah. Hampir
semua sekolah yang diteliti memiliki
lembaga komite sekolah, akan tetapi
hanyabeberapa sekolah yang memiliki
organisas komite sekolah sebaga wujud
partisipasi masyarakat dan khususnya
orang tuayang efektif (berperan seba-
gaimanafungsinya), antaralain: SMP
Muhammadiyah 1 Sukoharjo dengan
menambah ruang kelas dan paving
halaman sekolah, SMPAI-lIdam Suko-
harjo dengan menambah ruang kelasdan
memberi subsidi secaraisedintal bagi
siswayang kurang mampu, SMP dan
SMA Al-Firdaus, dengan memungut
biaya pengadaan gedung. Sedangkan
sekolah-sekolah lainnya peran komite
sekolah baru sebatas formalitas sgja,
dengan demikian perkembangan pendi-
dikan yang sering tidak sgjalan dengan

perkembangan zaman disebabkan oleh
solidaritasbudayalokd (Rustiyah, 1982
11) dalam hal ini pelibatan masyarakat
dalam rangka kebijakan pendidikan
nesiond.

Keenam, Rasio Jam Mengajar.
Semualembagapendidikan swastayang
diteliti adayang sudah mengacu pada
panduan yang sesua dengan perundang-
perundangan no. 14 Tahun 2005 tentang
gurudandosen pasd 35ayat 1 mencakup
kegiatan pokok dan mel aksanakan tugas
tambahan. Pasa 35 ayat 2 tentang beban
kerjaguru sekurang-kurangnya24jam
tatap mukadan sebanyak-banyknya40
jam tatap mukadalam 1 minggu dapat
terpenuhi. Namun adabebergpasekolah
yang belum dapat memenuhinyaantara
lain: SMPMuhammadiyah 1 Sukoharjo,
SMP Kristen Kartasura, dengan cara
mengkompensans dengan pengel olaan
laboratorium, perpustakaan, koperasi,
danlan-lain.

Ketujuh, Sarana dan Prasarana.
Semualembaga pendidikan yang ditdliti
semua pengadaan dan pengembangan
sarana dan prasarana dipenuhi oleh
yayasan dan bantuan dari Pemerintah
secaraperiodik sesual dengan kebutuhan
rasio sekolah. Dari segi kelayakan dan
sarana gedung sekolah sudah repre-
sentatif namun dari segi rasio sekolah
swataharusmembuat kel as-kelaskecil
ddamrangkapemenuhantarget menga
jar 24 jam.

Menurut Undang-undang No. 20/
2003 Sddiknaspasd 35 tentang Standar
Nasional Pendidikan, menjelaskan
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bahwa Standar Nasional Pendidikan
adalah adanya Standar Sarana dan
Prasarana yakni mencakup sarana
berupaperabot, peralatan pendidikan,
media pendidikan, buku dan sumber
belgar lainyya, BHP. Prasaranaberupa
R. kelas, R.Pimpinan satuan pendidikan,
R. Pendidik, R.TataUsaha, R. Perpus-
takaan, R. Laboratorium, R. Bengkel
Kerja, R. Unit Produksi, R. Kantin, R.
instalasi dayadan jasa, tempat berolah
raga, tempat ibadah, tempat bermain,
tempat rekreasi. Dengan demikian
beberapa sekolah swasta yang diteliti
memiliki standar saranadan prasarana
yang diberikan oleh undang-undang
tersebut di atas.

Proporsi kewenangan sekolah
dalam memang SDM dan otonomi
sekolahtentang raso guru dengansiswa
di SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo
tergolong belum bisamemenuhi 24 jam
menggar perminggu, karenakdasddam
kelompok kecil. Jumlah kesdluruhan ada
8kelasdankelas1 termasuk kel askecil.
Sedangkan SMP Kristen Kartasuro
Sukoharjo, dalam pemenuhan kese-
jahteraan guru sekolah menerimadana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sistem penggajian guru SMP Kristen
Kartasuro-Sukoharjo sepenuhnyadari
yayasan. Pembinaan guru dilakukan
melalui MGMP dari pengawas, kepsek
yang dilakukan persemester.

SMP Al-Islam 1 Kartasuro-
Sukoharjo, untuk segi kualifikasi
Sumber Daya Manusia untuk guru di
SMPAI-Idam 1 Kartasuro-Sukoharjo

belum terpenuhi. Kewenangan sekolah
dalam memang SDM guru adalah
rekuitmen dan mengangkat guru baru di
SMPAI-Idam 1 Kartasuro-Sukoharjo,
sedangkan pembinaan guru dari Diknas.

SMP dan SMA Al-Firdaus
Sukoharjo, kewenangan sekolahdadam
memang SDM untuk perekrutan guru
dengan prosedur melaui KepaaSekolah
kemudian usulan dari Kepala Sekolah
ditetapkan oleh yayasan. Supervisi/
pembinaan dalam hal pembelajaran
sekolah dilakukan oleh KepaaSekolah,
Yayasan. Di samping Kepala Sekolah
dan jugaYayasan supervisi/pembinaan
jugadilakukan oleh Dinasdan Depag.

SMA Veteran | Sukoharjo,
proporsi kewenangan sekolah dalam
penjaminan mutu sudah sesuai atau
berkudifikad, hal tersebut terlihat dengan
rasio guru dan sswayangidea berdasar
kelasstandar sertifikas (dengan keten-
tuan kurang lebih perkelas 30 siswa).
Jumlah menggar perguru 24 jam menga
jar/minggu, bagi guruyang menggarnya
kurang dari 24 jammakabagi kuaifikas
guru I PA dikompensansikan ke peker-
jaan laboratorium dan guru | PS dikom-
pensansikan ke koperas siswa, sedang
guru informatika komunikasi dikom-
pensans kan ke pengel ol aan laboratorium
kompuiter.

Dengan demikian dilihat dari
analisiskelebihan dan kekurangannya,
Sekolah swasta di Kabupaten Suko-
harjo dalam pengelolaan sekolah,
kewenangan sepenuhnya lebih besar
padatingkat sekolah, meliputi: rekruit-
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men penentuan kualifikasi guru, kese-

jahteraan, rasio, supervisi dan pem-

binaan guru sertapropors kewenangan
memenel SDM dan perangkat kepen-
didikan di eraotonomi adalah:

a. Kekuatannya: Sepenuhnyamandiri
dalam segalahal mdiputi: lembaga
sekolah, kepala sekolah, guru,
fasilitas dan sumber belgjar, kuri-
kulum, keuangan Sswa, managemen,
saranadan prasarana.

b. Kdemahannya

1)

2)

3

4)

5)

Dayakompetis meemah dengan
adanyakebijakan sekolah gratis
Relatif sulit untuk mengem-
bangkan dan memenuhi menga
jar 24jam/minggu.

Masyarakat Kabupaten Suko-
harjo padaumumnyalebih cen-
derung pilihan pertama pada
sekolah negeri, baru sekolah
swasta.

Komitesekolah baru padaposs
simbul pada umumnya belum
berfungs sebagal mitra.
Masyarakat Sukoharjo masih
berpandangan pada sekolah
negeri sebagai pilihan utama
setelah sekolah unggulan.

Simpulan dan Saran
1. Simpulan

Berpijak pada pembahasan ter-

sebut di atas, dapat diambil kesmpulan
bahwa

1. a

Rekruitmen berdasar pada ke-
tentuan kualifikasi guru dan
ketentuan dari masing-masing

sekolah yang sesual denganvis
danmis yayasan penyelenggara
pendidikan..

. Pembinaan, Supervisi dan Pe-

ngawasan Guru, telah dila-
kukan oleh semuasekolah dan
pihak Pemerintah, baik Dinas,
Depag Kabupaten maupun Di-
nas Propinsi, sedangkan untuk
SMP dan SMA Al-Firdaus,
pembinaan, supervis dan penga
wasan gurujugadilakukan oleh
yayasan dan kepaasekolah, dan
untuk SMA Veteran dilakukan
juga oleh guru senior. Pelak-
sanaan pembinaan, supervis dan
pengawasan dilakukan secara
rutin baik, terjadwal atau insi-
dental.

Kurikulum yang dibebankan

oleh setiap lembagapendidikan

di atas mengacu kepada Ku-
rikulum Tingkat Satuan Pen-
didikan (KTSP) bermuatan
kurikulum nasiona yang harus
dijadikan acuan oleh setiap
sekolahtetapi jugadiberi kewe-
nangan untuk mengadakan dan
mel aksanakan kurikulum lokal.

. Pembiayaan Operasional se-

kolah (sekolah, guru, dansswa).
a). Sekolah, semua sekolah
pembiayaan operasionalnya
ditanggung oleh masing-masing
penyelenggara(yayasan). Khu-
sus SMPdan SMA Al-Firdaus
mendapatkan danaoperasiona
sekolah dari BOS dan Block
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Grand.b). Guru, Gurudiggi oleh
Yayasan melalui sekolah sesual
dengan kriteriakemampuan dari
mas ng-masing sekolah berdasar
pada beban mengajar 24 jam/
minggu, disamping itu mem-
perolehinsentif dari Pemerintah
Daerah dan dana BOS. c).
Siswa, siswamemperoleh ban-
tuankesg ahteraanmurid (BKM)
bagi yang tidak mampu dari
masing-masing sekolah.

e. Rasio Jam Mengajar. Semua
lembagapendidikan swastayang
diteliti adayang sudah mengacu
pada panduan yang sesuai de-
ngan perundang-perundangan
no. 14 Tahun 2005 tentang guru
dan dosen pasal 35 ayat 1
mencakup kegiatan pokok dan
mel aksanakan tugastambahan.

f. Sarana dan Prasarana. Se-
mualembaga pendidikan yang
diteliti semua pengadaan dan
pengembangan saranadan pra
saranadipenuhi olehyayasandan
bantuan dari Pemerintah secara
periodik sesuai dengan kebu-
tuhan rasio sekolah.

2. Sekolahswastayang diteliti dalam
propors kewenangan sekolahdadam
memang SDM adaah cukup maksi-
mal hal ini bisadilihat upaya dan
peran sekolah dalam perekutan dan
pembinaan sertapemenuhan kese-
jahteraan guru dapat dilakukan oleh
pihak sekolah

b. Saran

Perlu dirintis adanya sekolah
swastaunggulan untuk mitratanding ager
adaperimbangan antarasekolah swasta
dengan negeri, sertaadanyaperubahan
wawasan bagi masyarakat K abupaten
Sukoharjo dan Stakehol der.
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